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MOTTO 
“Jadilah Seperti Mata Air Jernih, Karena Bisa Berguna  

Bagi Siapapun dan Dimanapun” 
(Penulis) 

 
“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S. Al- Insyirah: 5) 
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ABSTRAK 
 

Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah, oleh: 
Arya Awatra Meizar, NIM. 2011150018, Pembimbing I: 
Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. dan Pembimbing II: Edi 
Mulyono, M.E., Sy. 
Pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, menteri-
menterinya yang tergabung di dalam kabinet Indonesia 
maju, terdapat beberapa menteri yang melakukan rangkap 
jabatan.  Adanya menteri yang melakukan rangkap jabatan 
di pemerintahan Jokowi, tidak terlepas dari diizinkannya 
menteri tersebut untuk merangkap jabatan oleh Jokowi. 
Padahal sebenarnya perihal larangan rangkap jabatan 
sudah diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Untuk itu, ada 
dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) 
Bagaimana kedudukan hukum menteri rangkap jabatan 
pada kabinet Indonesia maju, 2) Bagaimana kedudukan 
hukum menteri rangkap jabatan pada kabinet Indonesia 
maju berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Untuk 
mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan 
menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif 
analisis, dengan menggunakan metode pendekatan 
undang-undang (Statute Approach), pendekatan konseptual 
(Conceptual Approach) yang disajikan secara sistematis 
dengan menggunakan kajian fiqh siyasah dusturiyah. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa: 1) Menteri yang merangkap jabatan 
dalam Kabinet Indonesia Maju jika dilihat dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian 
Negara, secara yuridis kedudukan menteri tersebut tidak 
legal karena sudah melanggar Undang-Undang. Undang-
Undang yang dilanggar yaitu Pasal 23 yang berbunyi 
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menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara 
lain, komisaris, dan direksi pada perusahaan 
negara/swasta, pimpinan organisasi yang dibiayai oleh 
APBN/APBD. Bila dilihat dari asas Equality Before The Law, 
maka menteri yang melakukan rangkap jabatan sudah 
bersifat inprisipil. Menteri yang merangkap jabatan juga 
sudah merampas hak orang lain, karena setiap orang 
memiliki kesempatan yang sama. Dengan demikian, 
menteri yang merangkap jabatan sudah melanggar asas 
legal binding dikarenakan sudah melanggar undang-
undang, yang mana di dalam undang-undang tersebut 
sudah dijelaskan bahwasanya menteri dilarang untuk 
melakukan rangkap jabatan. 2) Berdasarkan kajian fiqh 
siyasah dusturiyyah mengenai menteri rangkap jabatan itu 
hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian 
kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya 
menteri sebagai pemimpin harus bisa mencontohkan 
perilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari 
adanya pelanggaran yang dapat mencederai tata kelola 
negara yang baik Good Governance. Dari paparan di atas 
dapat disimpulkan secara yuridis, kedudukan menteri 
tersebut tidak legal, tetapi keberadaannya dianggap sah 
dan diakui oleh negara. 
Kata Kunci: Menteri, Rangkap Jabatan, Kabinet, Kedudukan, 
Siyasah Dusturiyah 
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ABSTRACT 
 

Concurrent Positions of Minister of Advanced Indonesian 
Cabinet in Law Number 39 of 2008 concerning State 
Ministries Siyasah Dusturiyah Perspective,by: Arya Awatra 
Meizar, NIM. 2011150018, Advisor I: Prof. Dr. Imam Mahdi, 
S.H., M.H. and Advisor II: Edi Mulyono, M.E. Sy. 
In the Jokowi-Ma'ruf Amin government, the ministers who were 
members of the advanced Indonesian cabinet, there were several 
ministers who held concurrent positions. The existence of 
ministers holding concurrent positions in Jokowi's government is 
inseparable from Jokowi's permission to hold concurrent 
positions. In fact, the prohibition on holding multiple positions is 
regulated in Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning 
State Ministries. For this reason, there are two issues studied in 
this thesis, namely: 1) What is the legal position of ministers 
holding concurrent positions in the advanced Indonesian cabinet. 
2) How does the legal position of ministers holding multiple 
positions in the Indonesian cabinet progress based on the 
perspective of siyasah dusturiyah. To reveal this problem in depth 
and comprehensively, the researcher used a descriptive analysis 
method, using a statutory approach method (Statute Approach), a 
conceptual approach (Conceptual Approach) which was presented 
systematically using the study of fiqh siyasah dusturiyah. Based 
on the results of the research that has been carried out, it can be 
concluded that: 1) Ministers who hold concurrent positions in the 
Advanced Indonesia Cabinet, if seen in Law Number 39 of 2008 
concerning State Ministries, juridically the minister's position is 
not legal because it has violated the law. The law that was 
violated was Article 23 which states that ministers are prohibited 
from holding concurrent positions as other state officials, 
commissioners and directors in state/private companies, heads of 
organizations funded by the APBN/APBD. If we look at it from 
the principle of Equality Before the Law, then ministers who hold 
concurrent positions are already acting in principle. Ministers 
who hold concurrent positions have also robbed other people of 
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their rights, because everyone has the same opportunities. In this 
way, ministers who hold concurrent positions have violated the 
principle of legal binding because they have violated the law, 
which in the law explains that ministers are prohibited from 
holding concurrent positions. 2) Based on the study of siyasah 
dusturiyyah fiqh regarding ministers holding multiple positions, 
this is prohibited because it will result in a division of power and 
is considered to be thirsty for power. Ministers as leaders should 
be able to exemplify good behavior in leading and be free from 
violations that could harm good state governance. From the 
explanation above, it can be concluded that legally, the minister's 
position is not legal, but his existence is considered legal and 
recognized by the state 
Keywords: Minister, Double Job, Cabinet, Standing, Siyasah 
Dusturiyah 
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